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ABSTRAK 
 
ANDHIKA PRASETYA (B111 08 802).“Analisis Hukum Terhadap Contempt of 
Court (Studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar)”. Dibimbing oleh Bapak 
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu 
HJ.Nur Azisa, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk 
kejahatan Contempt of court dalam penyelenggaraan Peradilan di Pengadilan 
Negeri Makassar dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh hakim 
dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak Contempt of Court dalam 
penyelenggaraan Peradilan di Pengadilan Negeri Makassar. 
 
Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi 
Selatan, dimana dalam penelitian dilakukan dengan metode wawancara kepada 
Hakim dan melakukan studi kepustakaan dengan memperlajari kitab perundang-
undangan dan buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian 
dan kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk 
deskriptif. 
 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Bentuk kejahatan 
contempt of court yang sering terjadi di lingkup Pengadilan Negeri Makassar, 
hanya berupa tindakan – tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan, 
melontarkan cacian terhadap Hakim, merokok di dalam ruang persidangan, serta 
berkelahi baik saat persidangan berlangsung maupun saat berada di luar ruangan 
persidangan. (2) Upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana 
contempt of court di Pengadilan Negeri Makassar, masih terbatas pada tindakan-
tindakan yang sifatnya prefentif saja, yakni berupa himbauan dan teguran. 
Tindakan-tindakan yang sifatnya represif, belum dapat dilakukan karena secara 
aturan hukum yang mengatur terkait dengan contempt of court  ini masih belum 
memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dilaksanakan secara baik. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Pendiri negara telah mengamanatkan bahwa negara Republik 
Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechsataat) dan 
bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (Machsstaat), hal ini diperkuat 
lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang 
tertulis : “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi 
dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa 
terkecuali tidak boleh atau bertentang dengan norma-norma hukum yang 
berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan hukum. 
Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dijelaskan bahwa 
terdapat 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan 
penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai fungsi 
mengadili perkara serta Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada 
mereka yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini 
mempunyai hubungan kerja dan terpisahkan antara satu dengan lainnya 
yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated 
criminal justice system). 
Khusus mengenai lembaga pengadilan sebagai fungsi peradilan 
adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan yang diharapkan 
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mampu untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum di negara 
Republik Indonesia. Seluruh perkara khususnya perkara pidana setelah 
diselidiki oleh penyidik kemudian dilimpahkan pada pihak Kejaksaan untuk 
melakukan penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa di sidang 
pengadilan. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan seluruh pihak yang 
mempunyai hubungan dengan perkara yang ditangani atau sedang 
diperiksa wajib dan berhak untuk hadir guna memberikan keterangan 
sesuai dengan apa yang diketahuinya tetapi tidak menutup kemungkinan 
pihak tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut karena merupakan 
hak asasi seseorang.  
Masyarakat umum yang hendak melihat jalannya persidangan juga 
diperbolehkan hadir dalam persidangan kecuali sidang pengadilan 
tersebut dinyatakan tertutup untuk umum karena perkara yang diadili 
menyangkut masalah kesusilaan dan pengadilan anak. Pemeriksaan 
sidang pengadilan yang terbuka untuk umum kadang kala mengundang 
perhatian masyarakat apalagi jika kasus tersebut melibatkan pejabat atau 
mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga pengadilan terlihat 
sangat ramai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan 
persidangan tersebut, hanya saja sering dijumpai banyak pengunjung 
persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara 
tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak 
menghargai jalannya persidangan, tindakan seperti dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan atau dalam Rancangan 
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Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 
dikenal dengan istilah contempt of court. Tetapi harus dipahami bahwa 
Contempt of Court bukanlah sebuah pranata hukum baru Oleh karenanya, 
pengaturan secara khusus mengenai Contempt of Court dalam 
keberadaan pranata Contempt of Court dalam sistem peradilan Indonesia 
sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya UU No. 14 Tahun 1985, 
namun tersebar dalam berbagai bab dan pasal dalam KUHP yang saat ini 
berlaku. Sehingga keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut dapat 
dipergunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap proses 
peradilan, sistem peradilan di Indonesia yang menganut sistem non 
adversarial model tidak memungkinkan untuk adanya pranata contempt of 
court. Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan yang dianut di 
Indonesia, hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam 
memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sehingga apabila terdapat 
ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of 
court) dalam RUU KUHP, dikhawatirkan akan semakin memperkuat 
kedudukan hakim dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak ada satu 
lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol terhadap 
kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya.  
Menjadi persoalan kemudian adalah banyak hakim yang 
melaksanakan tugasnya mendapatkan atau memperoleh perlakuan tidak 
bermoral dalam bentuk adanya serangan fisik seperti penganiayaan, 
menerima ancaman, dilempar, berkelahi, membunuh terdakwa dalam 
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persidangan, menghalangi saksi, atau yang sifatnya non fisik seperti 
menghujat atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadap hakim, membuat 
gaduh di persidangan dan demonstrasi di pengadilan serta tindakan lain 
yang merendahkan wibawa pengadilan. Ketentuan mengenai Contempt of 
Court sebenarnya sangat baik karena dapat menjaga dan melindungi 
wibawa pengadilan hanya saja harus diperhatikan jangan sampai 
ketentuan ini akan dijadikan sebagai alat bagi para hakim untuk 
membungkam mulut orang-orang yang dianggap kritis terhadap jalannya 
proses hukum terutama saat pemeriksaan berlangsung.  
Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 217 
yang tertulis bahwa : 
(1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara 
tata tertib di persidangan. 
(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang 
untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib 
dilaksanakan dengan negara dan cermat. 
 
Selain dalam ketentuan Pasal 217 KUHAP, juga diatur mengenai 
ketentuan bahwa setiap orang diwajibkan untuk menunjukkan sikap 
hormat kepada pengadilan yang diatur dalam Pasal 218 KUHAP yang 
tertulis bahwa : 
(1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap 
hormat kepada pengadilan 
(2) Siapa pun yang di sidang pengadilan tidak sesuai dengan 
martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah 
mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas 
perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. 
(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi 
kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. 
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Berbagai situasi yang digambarkan di atas kerap terjadi 
dalam proses persidangan di Indonesia. Tindakan-tindakan 
pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru. 
Namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak 
bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Tindakan dan situasi 
yang terjadi di persidangan seperti yang disebutkan di atas dapat 
dikatakan sebagai tindakan Contempt Of Court.  
Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, 
maka penulis merasa tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul 
Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Contempt of Court 
Dalam Penyelenggaraan Peradilan. 
B. Rumusan Masalah 
Untuk memudahkan proses penelitian, maka penulis menentukan 
rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 
1. Bagaimanakah bentuk kejahatan Contempt of Court dalam 
Penyelenggaraan Peradilan di Pengadilan Negeri Makassar? 
2. Upaya apa yang dilakukan aparat dalam melakukan pencegahan 
terjadinya Tindakan Contempt of Court dalam Penyelenggaraan 
Peradilan di Pengadilan Negeri Makasar? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah : 
1. Untuk mengetahui bentuk kejahatan Contempt of Court dalam 
Penyelenggaraan Peradilan di Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk 
mencegah terjadinya Tindakan Contempt of Court dalam 
Penyelenggaraan Peradilan.  
D. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 
1. Menjadi referensi bagi komponen mahasiswa fakultas hukum 
secara keseluruhan dan mahasiswa yang mengambil bagian 
hukum pidana pada khususnya. 
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak 
hukum khususnya Jaksa, Advokat dan Hakim dalam hal menjaga 
kewibawaan pengadilan. 
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat 
umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan 
hukum.    
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. PengertianContempt Of Court 
 
Contempt of Court dalam Rancangan Undang-Undang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tindak 
pidana terhadap proses peradilan. Contempt of Court pada awalnya 
merupakan peraturan yang mengatur prosedur untuk melindungi 
kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga umum atau istimewa, 
administrasi peradilan. 
Pengertian Contempt of Court sendiri dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum dijelaskan 
secara jelas, namun beberapa pakar memberikan definisi Contempt of 
Court, antara lain menurut A. Abu Ayyub Saleh (2003:1), bahwa 
Contempt of Court adalah : “Merendahkan wibawa peradilan dan 
martabat hakim, selama berlangsungnya persidangan”. Lebih lanjut 
oleh Abu Ayyub Saleh (2003:1) bahwa ada juga yang memaknai 
Contempt of Court sebagai :  
Perbuatan melecahkan sebagai penghinaan hakim yang 
dilakukan oleh Pengacara atau Advokat atau Wartawan dan 
atau Orang lain yang berkepentingan dengan Peradilan. 
 
Istilah Contempt of Court di Indonesia ditandai dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atas 
perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
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Agung, dalam Undang-Undang tersebut khususnya pada butir 4 alinea 
4 tertulis bahwa : 
Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana 
yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 
maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur 
penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan 
atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong 
kewibawaan martabat dan kehormatan Badan Peradilan 
yang dikenal sebagai Contempt of Court. 
 
Selanjutnya pengertian Contempt of Court dapat ditemukan 
dalam Black’s Law Dictionary (Position Paper Advokasi KUHP, 
Contempt of Court dalam rancangan KUHP 2012) yang 
memberikan pengertian tentang Contempt of Court yaitu : 
Setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, 
menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-
badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat 
mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan 
ini dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja 
menentang atau melanggar kewibawaannya atau 
menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh 
seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, 
yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan 
yang sah.    
 
Menurut Hasbullah F. Syawie Contempt of Court (Position 
Paper Advokasi KUHP, Contempt of Court dalam rancangan KUHP 
2012) dapat diartikan sebagai : 
Perbuatan yang sungguh sengaja dilakukan yang dipandang 
dapat mempermalukan kewibawaan dan martabat 
pengadilan atau merintangi pengadilan di dalam 
menjalankan peradilan yang dilakukan oleh seseorang 
sebagai pihak yang berperkara maupun oleh orang lain yang 
bukan pihak dalam berperkara. 
 
9 
 
 
Dari beberapa pengertian Contempt of Court yang telah 
dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa apapun tindakan 
yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam suatu perkara, baik 
itu Jaksa, Advokat ataupun terdakwa serta saksi-saksi dan 
pengunjung sidang pengadilan yang tidak mempunyai hubungan 
dengan perkara yang sedang disidangkan dengan tujuan untuk 
menghalangi jalannya persidangan dikategorikan sebagai tindakan 
Contempt of Court. Tindakan ini dapat dilakukan di dalam maupun 
di luar Pengadilan, dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka menurut Oemar Senoadjie  
(Position Paper Advokasi KUHP, Contempt of Court dalam 
rancangan KUHP 2002:5) bahwa : 
Perbuatan Contempt of Court ditujukan terhadap ataupun 
berhadapan dengan administration of justice atau 
rechtpleging (jalannya peradilan). 
 
Di samping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di 
atas, dalam Position Paper Advokasi KUHP seri 2, 2005:5 tentang 
Contempt of Court  disebutkan pengertian Contempt of Court 
adalah sebagai : 
Setiap perbuatan atau tidak berbuat yang pada hakikatnya 
bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau 
proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (the 
due administration of justice). 
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B. Delik Contempt of Court 
 
Berbicara mengenai dasar hukum, maka konteks pembicaraan 
yang akan menjadi pokok bahasan adalah ketentuan hukum yang 
menjadi dasar dari Contempt of Court sehingga dapat dipahami 
mengapa tindakan seseorang dikatakan sebagai contempt of court. 
Menurut A. Abu Ayyub Saleh (2003:3) dituliskan bahwa : 
Dengan bertolak dari ketentuan Pasal 217 Jo. Pasal 218 
KUHAP, jelas menentukan tentang kewenangan Majelis 
Hakim yang memeriksa, mengadili suatu perkara dalam 
memimpin persidangan berwenang menjaga tata tertib 
persidangan dan mengambil langkah pengusiran para 
pengunjung yang hadir dalam persidangan, yang 
mengganggu jalannya persidangan, sikap tidak tertib ini 
harus dijalankan oleh Hakim tersebut. 
 
 Adapun ketentuan yang ditemukan didalam KUHP yang 
berkaitan dengan Contempt of Court di mana dalam beberapa 
Pasal berhubungan tentang terjadinya Contempt of Court dengan 
pengaturannya sebagai berikut : 
 
a. Pasal 207 : 
Barangsiapa dengan sengaja dimuka umum dengan 
lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang 
ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum 
yang ada di sana dihukum penjara selama-lamanya satu 
tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
4.500- 
b. Pasal 217 
Barangsiapa membuat gaduh didalam persidangan 
pengadilan atau ditempat seseorang pegawai negeri 
menjalankan jabatannya yang sah didepan umum dan 
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tidak mau pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas 
nama kekuasaan yang berhak dihukum penjara selama-
lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp. 1.800- 
c. Pasal 218 
Barangsiapa pada waktu orang-orang berkerumun 
dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah 
diperintahkan tiga kali oleh atau atas nama kekuasaan 
yang berhak dihukum karena turut campur berkelompok-
kelompok dengan hukuman penjara selama-lamanya 
empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 9.000- 
d. Pasal 310 ayat 1) : 
Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama 
baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan 
sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan 
tersiarnya tuduhan itu dihukum karena menista dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500- 
e. Pasal 315 
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat 
menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan 
kepada seseorang baik ditempat umum denag lisan atau 
dengan 
 
f. Pasal 351 ayat (1) : 
Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp.4.500- 
 
 
C. Bentuk-bentuk Contempt of Court 
 
Untuk lebih memahami Contempt of Court, maka perlu juga 
penulis paparkan mengenai bentuk-bentuk dari Contempt of Court 
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selain pembagian criminal contempt dan civil contempt, Contempt of 
Court (Position Paper Advokasi KUHP, Contempt of Court dalam 
rancangan KUHP 2002:5) dapat dibedakan menjadi : 
 
a. Direct Contempt of Court 
Dalam Position Paper Advokasi KUHP seri 2 tentang 
Contempt of Court disebutkan bahwa Contempt of Court jenis ini 
dilakukan para pihak yang hadir di pengadilan dan terjadi di 
muka pengadilan dan pada saat sidang pengadilan sedang 
berlangsung. Dalam Black”s Law Dictionary disebutkan bahwa 
Direct Contempt adalah perbuatan yang dilakukan secara 
langsung dan di hadapan pengadilan atau di sekitar lingkungan 
pengadilan dengan maksud untuk merintangi atau mengganggu 
jalannya peradilan yang tertib.   
 
b. Constructive (indirect) contempt 
 
Constructive (indirect) contempt merupakan Contempt 
of Court yang terjadi di luar pengadilan. Perbuatannya biasanya 
adalah ditujukan untuk menentang administrasi peradilan 
dengan jalan melakukan perbuatan atau tidak berbuat suatu 
tindakan. Black”s Law Dictionary mendefinisikan Constructive 
(indirect) Contempt sebagai perbuatan yang dilakukan tidak di 
depan pengadilan atau di sekitar pengadilan, tetapi bermaksud 
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untuk merintangi atau menggagalkan administrasi peradilan dan 
biasanya para pihak berkenaan dengan melalaikan atau 
penolakan para pihak untuk mematuhi perintah yang sah, 
keputusan atau surat keputusan pengadilan yang diberikan 
pada para pihak untuk melaksanakan kewajibannya atau untuk 
tidak melakukan sesuatu. 
Khusus mengenai bentuk Constructive (indirect) 
contemptyang lebih menitikberatkan pada tindakan yang 
dilakukan oleh seseorang tidak langsung di depan persidangan 
dan bentuk Constructive (indirect) contempt ini terbagi lagi 
dalam 5 (lima) bentuk yaitu : 
a. Misbehaving in court 
Dalam ketentuan ini berkaitan dengan perbuatan atau 
tingkah laku yang secara tidak tertib, memalukan, atau 
merugikan, mengganggu jalannya proses peradilan yang 
seharusnya dari pengadilan. Pelanggaran jenis ini dapat 
berbentuk penghinaan terhadap hakim, pemukulan yang 
dilakukan terdakwa terhadap saksi, tidak mau berdiri 
ketika majelis hakim memasuki ruang pengadilan 
ataupun penasihat hukum yang tidak menunjukkan sikap 
hormat terhadap pengadilan. Dengan demikian, 
Misbehaving in court merupakan suatu pelanggaran 
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ataupun gangguan terhadap pelaksanaan dari proses 
peradilan. 
 
Berkenaan dengan Misbehaving in court, Hakim 
Ketua yang mempunyai kewenangan untuk menjaga 
ketertiban persidangan memiliki kekuasaan untuk 
memperingatkan orang yang melakukan perbuatan yang 
tidak sopan (Misbehaving in court). Di samping itu 
apabila perbuatan tidak sopan itu merupakan perbuatan 
pidana, maka terhadap pelakunya dapat diajukan 
tuntutan pidana karena melakukan perbuatan pidana 
Contempt of Court. 
b. Disobeying a court order 
Ketentuan ini mengatur mengenai pemidanaan 
terhadap setiap orang yang tidak menaati perintah 
pengadilan. Disobeying a court order (tidak mematuhi 
perintah pengadilan) dirumuskan sebagai suatu 
perbuatan yang tidak menaati perintah pengadilan yang 
dapat merendahkan kekuasaan, kewibawaan, dan 
kehormatan pengadilan. Perbuatan yang dikualifikasi 
sebagai disobeying a court order terjadi apabila 
perbuatan yang seharusnya dilakukan ataupun tidak 
dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan ataupun 
diminta oleh pengadilan dalam menjalankan fungsinya 
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tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang diperintahkan 
itu.   
c. The sub judice rule 
Mengenai The sub judice rule ini yang merupakan 
aturan umum (general rule) yang menyatakan bahwa 
tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri 
peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk suatu 
kasus yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan. 
The sub judice rule dilaksanakan berdasarkan the 
prejudgement principle, yaitu prinsip untuk melindungi 
kekuasaan mandiri dari pengadilan dalam memutuskan 
masalah-masalah atau perkara yang diperiksa di 
pengadilan dan the pressure principle, yaitu prinsip untuk 
melindungi warga masyarakat untuk memasuki sistem 
hukum tanpa rintangan.  
 
Namun pelanggaran terhadap the sub judice rule ini 
dapat terhindarkan apabila dalam mengadakan 
pemberitaan atau komentar itu dilakukan secara wajar 
dan tidak memihak yang merupakan hasil investigasi 
yang akurat (fair and accurate reporting). Oleh karena itu 
untuk menghindari adanya trial by the press dalam 
pemberitaan dan komentarnya, media massa seharusnya 
tidak memuat pemberitaan yang bersifat mendahului 
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(prejudicial) atau memberikan ilustrasi yang 
menggambarkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak 
mempunyai kesalahan sama sekali sebelum adanya 
keputusan yang pasti. 
 
d. Obstructing justice 
Tindakan yang dimaksud dalam obstructing justice 
adalah merupakan tindakan yang ditujukan ataupun yang 
mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi 
yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. 
obstructing justice atau mengganggu proses peradilan 
merupakan gangguan terhadap proses peradilan di mana 
terdapat usaha untuk mengurangi kebaikan (fairness) 
ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap 
lembaga peradilan. Perbuatan pidana Contempt of Court 
ini dapat berbentuk penentangan terhadap perintah 
pengadilan secara terbuka maupun penyuapan terhadap 
saksi atau mengancam saksi agar tidak memberikan 
keterangan ataupun memalsukan keterangan yang 
diberikan. 
 
e. Scandalizing the court 
Scandalizing the court dapat diartikan sebagai 
pemberitaan yang cenderung untuk mengurangi 
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kekuasaan dan mempengaruhi tujuan peradilan, 
pemberitaan yang dipandang untuk mengurangi 
kepercayaan masyarakat terhadap keputusan pengadilan 
karena masalah yang dipublikasikan bertujuan untuk 
merendahkan atau menurunkan kekuasaan pengadilan 
secara keseluruhan atau menyatakan keraguan atas 
integritas, kehormatan dan imparsialitas hakim dalam 
melaksanakan tugasnya. Hal ini dilaksanakan 
berdasarkan prinsip untuk memelihara suasana 
keagungan sekitar lingkungan peradilan dan untuk 
melindungi masyarakat dari usaha atau percobaan untuk 
mengubah citra pengadilan menjadi hina dan rendah di 
mata masyarakat. 
 
Adapun ruang lingkup dari bentuk Scandalizing the 
court meliputi tuduhan yang secara langsung ditujukan 
pada hakim tertentu atau pejabat pengadilan dan kritik-
kritik terhadap keputusan dari pengambil keputusan. Jadi 
ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada ucapan atau 
kata-kata yang dapat menurunkan atau merendahkan 
martabat hakim atau pengadilan tetapi meliputi pula kritik 
atau pernyataan yang dapat mempengaruhi proses 
peradilan pada masa yang akan datang.  
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Dengan dibedakannya bentuk-bentuk Contempt of Court 
dalam 2 (dua) golongan besar yaitu tindakan yang dilakukan dalam 
ruang sidang pengadilan pada saat sidang pengadilan berlangsung 
dan tindakan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tetapi 
tindakan tersebut dianggap dapat menghalangi atau mengurang 
wibawa dari lembaga peradilan, sehingga dapat menjaga dan 
melindungi lembaga peradilan dari tindakan-tindakan yang dapat 
menurunkan citra lembaga peradilan.  
Menurut Mardjono Resksodiputro (1997:94) bahwa 
Contempt of Court sebagai tindak pidana terhadap 
penyelenggaraan Peradilan mempunyai beberapa bentuk yaitu : 
a. Obstruction of justice (penghinaan atau hambatan atau 
rongrongan peradilan; 
b. Disruption of justice (mengacaukan acara persidangan); 
c. Defiance of judicial authority (melawan kekuasan 
pengadilan); 
d. Affront to judicial authority (menghina kekuasaan 
pengadilan);dan 
e. Interference with judicial proccedings (mencampuri atau 
mengganggu acara persidangan) 
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D. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-
norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya 
dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat 
pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik 
pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang 
mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. 
Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
Menurut Hoefnagels (Arief, 2007:2) upaya penanggulangan 
kejahatan dapat ditempuh dengan cara : 
a) Criminal application : (penerapan hukum pidana) 
Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman 
maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun 
putusannya.  
 
b) Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada 
pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan 
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prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai 
hukuman atau shock therapy kepada masyarakat. 
 
c) Influencing views of society on crime and punishment (mas 
media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 
kejahatan dan pemidanaan lewat mas media). 
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan 
ancaman hukumannya. 
 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser (Darmawan, 1984:4) 
memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha 
yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk 
memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus 
untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik 
melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh 
kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta 
kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 
(Sudarto, 1981:114). 
Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis 
dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief, 2007:4), ketimpangan 
sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran 
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dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya 
penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus 
merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan.   
 
E. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 
Teori pemisahan dan atau pembagian kekuasaan ( seperti yang 
dipraktekan di Indonesia sekarang), memberikan implikasi yaitu 
adanya badan-badan atau lembaga – lembaga yang masing-masing 
berdiri secara mandiri dan independen, sejajar dengan lembaga 
Negara lainnya.Seperti yang kita ketahuai teori pemisahan kekuasaan 
ini, yang dikemukakan oleh Montesque ini, membagi kekuasan Negara 
kedalam tiga cabang kekuasaan : 
1. Kekuasaan legislative (legislative power) 
2. Kekuasaan eksekutif (executive power) 
3. Kekuasaan yudikatif (judicative power) 
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Ketiga cabang kekuasaan di atas yang oleh imanuel khan diberi 
nama dengan trias political (tiga kekuasaan politik), yang kemudian 
teori ini diadopsi oleh berbagai Negara modern dengan berbagai 
versinya masing-masing. Khususnya dalam konteks ke-Indonesia-an 
kita mengetahui bahwa pengadopsian kita terhadap teori tersebut 
hanya pada istilah saja, dan tidak mengadopsi secara penuh dari 
konsep pemisahan kekuasaan. Sehingga di dalam konsep 
ketatanegaraan Indonesia kita menggunakan konsep pembagian 
kekuasaan (distribution of power) dan bukan pemisahaan kekuasaan 
(separation of power). 
Dalam Skripsi ini, penulis batasi pada kekuasan kehakiman dan 
badan peradilan negara pasca reformasi, sehingga harapannya diskusi 
dapat lebih terfokus pada kekuasaan kehakiman dan badan peradilan 
pasca reformasi, Namun tidak menutup kemungkinan dalam diskusi 
kita dapat sedikit membahas kekuasaan kehakiman sebelum reformasi 
jika memang perlu untuk dibahas. 
Sebelum membahas kekuasaan kehakiman yang mandiri dan 
badan peradilan Negara, maka terlebih dahulu akan diuraikan 
pengertian tentang kekusaan kehakiman. 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan 
dibawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, untuk 
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menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan 
(Pasal 24(1) UUD 1945). 
Didalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang No.48 Tahun 
2009 Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman adalah 
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. 
Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU no. 48 Tahun 2009). 
Sudikno Mertokusumo mengatakan „„Kekuasaan kehakiman 
yang merdeka berarti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur 
tangan pihak kekuasaan Negara atau kekuasaan ekstra yudisial 
lainnya.(2008:135). 
Lebih lanjut Oleh Sudikno Mertokusumo juga menguraikan 
kebebasan dalam melaksanakan kewenagan yudisial tidak mutlak 
sifatnya karena „„Karena tugas dari pada hakim adalah untuk 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan 
menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang 
jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan 
kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan 
bangsa dan rakyat indonesia‟‟ (Sudikno Mertokusumo.2002:20) 
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Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di 
luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal 
sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945 Pasal 24 (Pasal 4 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 Jo 
Pasal 3 ayat 2 UU/48/2009)‟‟. 
Dengan demikian ketidak mutlakan kekuasaan melaksanakan 
kewenangan yudisial ini, dibatasi oleh beberapa hal baik secara formil 
maupun materil,yaitu : 
1. Dasar hukum 
2. Rasa keadilan 
3. Nilai-nilai Pancasila 
4. Azas-azashukum itu sendiri 
Pengertian kekuasaan Negara yang merdeka, dimaksudkan 
bahwa kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan pemerintahan 
dan Kekuasaan Perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh 
kedua kekuasaan itu. Untuk hal  tersebut  dengan  jelas  dapat 
dijumpai  dalam penjelasan resmi  pasal 24 dan 25 UUD „45. Bahkan 
penjelasan tersebut masih menguraikan sebuah harapan yakni: 
“Berhubung  dengan  itu,  harus diadakan jaminan dalam Undang-
undang tentang kedudukan  para  hakim. Jaminan tentang  kedudukan 
para  hakim yang dimaksud dalam kaitan  ini tidak  lain  adalah 
jaminan kemandirian hakim sebagai aparatur penyelenggaraan 
peradilan” (WWW.Pusham UII.) 
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Lebih Lanjut dikatakan dalam beijing statement of principle of 
the independence  sebagaimana dikutip dalam bukunya oleh sunarjo :  
„„Hakim memutus berdasarkan undang-undang dan terbebas dari 
pengaruh manapun, baik langsung ataupun tidak langsung‟‟ 
(Sunarjo2010:11.) 
yang dimaksud dengan Kemandirian kekuasaan kehakiman 
diatur didalam ketentuan umum, penjelasan atas undang-undang no.4 
tahun 2004 Jo Pasal 21/UU/48/2009, meliputi : 
1. Keorganisasian 
2. Keuangan 
3. Administari 
4. Yudisial 
Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia 
adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-undang (Pasal 2 
ayat (3) UU No.48 / 2009) 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara 
(Pasal 25 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009)‟‟. 
„„Organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah 
kekuasaan Mahkamah agung (Pasal 21 ayat (1) UU No.48 Tahun 
2009)‟‟. 
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„„Organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Konstitusi berada di 
bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ( Pasa 21 ayat 
(2) UU No.48 Tahun 2009)‟‟   
1. Pengadilan Umum 
2. Pengadilan agama 
3. Pengadilan militer 
4. Pengadilan tata usaha Negara 
Badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung 
meliputi badan  peradilan  dalam lingkungan  peradilan umum,  peradilan  
agama,  peradilan  militer,  dan  peradilan tata usaha negara. Peradilan  
umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berwenang  memeriksa,  
mengadili, dan  memutus  perkara pidana  dan  perdata  sesuai  dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan agama 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berwenang  memeriksa,  
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang  
yang beragama Islam  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- 
undangan. Peradilan  militer  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
berwenang  memeriksa,  mengadili, dan  memutus  perkara tindak  pidana  
militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Peradilan  tata  usaha  negara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  
berwenang  memeriksa, mengadili,  memutus,  dan menyelesaikan  
sengketa  tata  usaha  negara  sesuai  dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  Pengadilan Khusus hanya dapat di bentuk dalam 
salah satu lingkungan peradilan sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 
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yang diatur dengan Undang-undang (Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 Tahun 
2004 Jo Pasal 1 ayat 8,pasal 27 UU/48/2009 ) Pengadilan khusus, antara 
lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi 
manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan 
industrial yang berada di lingkungan peradilan umum dan perdilan pajak di 
lingkungan peradilan tata usaha negara ( penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU 
No. 4 / 2004 Jo Penjelasan pasal 27 ayat 1 UU/48/2009). 
 
F. Kejaksaan Republik Indonesia 
Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI 
dilihat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksaan RI, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini, 
yaitu :  
(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :  
a. Melakukan penuntutan; 
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat;  
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang. 
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e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik.  
(2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa 
khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk 
dan atas nama negara atau pemerintah.  
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan :  
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c. Pengamanan peredaran barang cetakan; 
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan Negara; 
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.  
Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 
menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk 
menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, 
atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu 
berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan 
orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.  
29 
 
 
Kemudian Pasal 32 undang-undang tersebut menetapkan 
bahwa di samping tugas dan wewenang dalam undang-undang ini, 
kejaksaan  dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan 
undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina 
hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan 
serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 
menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam 
bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.  
Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat 
disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik 
Indonesia adalah sebagai berikut :  
1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :  
a. Melakukan penuntutan;  
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat; 
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang.  
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
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pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik.  
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan 
kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan 
untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.  
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan :  
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c. Pengamanan peredaran barang cetakan; 
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan Negara; 
e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan  
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.  
4. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang 
terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat 
lain yang layak; 
5. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan 
bagdan Negara lainnya; 
6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada 
instansi pemerintah lainnya.  
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Jika dikaitkan dengan wewenang kejaksaan dalam hal 
melakukan penuntutan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 
14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang :  
a. Menerima dan memeriksa berkas penyidikan dari penyidik 
atau penyidik pembantu; 
b. Melakukan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 
ayat (3) dan (4) KUHAP. Dengan memberikan petunjuk 
dalam rangka penyempurnaan penyidikan penyidik;  
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melaksanakan 
penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah 
status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh 
penyidik; 
d. Membuat surat dakwaan; 
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentuan hari dan waktu disidangkan yang disertai dengan 
surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada 
saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; 
g. Melakukan penuntutan; 
h. Menutup tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang ini;  
i. Melaksanakan penetapan hakim;  
Secara garis besar wewenang penuntut umum menurut KUHAP 
dapat diinventarisir sebagai berikut :  
a. Menerima pemberitahuan dari penyidik mengenai suatu peristiwa 
yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1), dan 
pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang 
dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai 
penyidikan demi hukum); 
b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap dan kedua 
sebagaimana dimaksud oelh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b 
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KUHAP. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima langsung 
dari penyidik pembantu; 
c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) KUHAP dengan 
memperhatikan ketentuan  materi Pasal 110 (3), (4) dan Pasal 138 
ayat (1) dan ayat (2) KUHAP; 
d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat (2)) 
melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat 
(20); Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 29, melakukan 
penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2)); penahanan kota (Pasal 23) 
KUHAP; 
e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan 
penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan 
syarat yang ditentukan (Pasal 131) KUHAP; 
f. Meminta diadakan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan Negara 
untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan 
oleh penyidik (Pasal 80) KUHAP; 
g. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi 
persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (pasal 139) 
KUHAP; 
h. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan 
dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya ia 
membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1) membuat surat 
penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat 1) KUHAP; 
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i. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (SP3) (Pasal 
140 ayat (2) huruf a) KUHAP, dikarenakan :  
1. Tidak terdapat cukup bukti 
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana 
3. Perkara ditutup demi hukum 
j. Menentukan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan 
penuntutannya dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat 
(2) huruf d) KUHAP; 
k. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatkannya dalam 
surat dakwaan (Pasal 141) KUHAP; 
l. Mengadakan pemisahan penuntutan (Splitseng) terhadap suatu 
berkas perkara  yang membuat beberapa tindak pidana yang 
dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142); 
m. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat 
dakwaan beserta berkas perkara (Pasal 143 ayat (1)) KUHAP; 
n. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 (2)) KUHAP; 
Untuk maksud penyempurnaan atau tidak melanjutkan penuntutan, 
penuntut umum dapat mengubah dakwaan sebelum pengadilan 
menentukan hasil sidang yang dimulai (Pasal 144) KUHAP. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A.  Lokasi Penelitian  
Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar sebagai lokasi penelitian. Untuk 
menambah bahan dan data tentang Contempt of Court, penulis 
melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari buku-buku, tulisan 
ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya 
yang terkait dengan Contempt of Court yang dibahas oleh penulis.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni: 
a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan para pakar dan narasumber yang terkait 
dengan penelitian yang dilakukan penulis. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga 
tempat penelitian penulis yang telah tersedia. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan 
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penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan 
pengambilan data langsung melalui wawancara dengan instansi terkait. 
Sedangkan Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian 
yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan 
dengan penelitian penulis. 
D. Analisis Data 
 Di dalam pelaksanaan penelitian ini, data yang  diperoleh oleh 
penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, 
yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan 
juga pelakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 
yang utuh. Jadi, peneliti tidaklah semata-mata bertujuan untuk 
mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami 
kebenaran, sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dan 
memberikan saran atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Bentuk Kejahatan Contempt Of Court Dalam Penyelenggaraan Peradilan 
Di Pengadilan Negeri Makassar 
Dalam Penjelasan Umum UU No. 48 Tahun 2009 diisyaratkan 
perlu dibuat suatu Undang-undang yang secara khusus memberikan 
pengaturan tentang ancaman hukuman dan penindakan pemidanaan 
terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat 
merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan 
badan peradilan. 
Sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada pengaturan 
yang sifatnya kongkrit terkait dengan Contempt of Court ini.  Andi 
Hamzah & Bambang Waluyo mengemukakan pandangannya, bahwa 
(Andi Hamzah, 1988:11): 
“Delik terhadap penyelenggaraan peradilan sebenarnya 
mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding Contempt   of 
Court (ansich). Oleh karena bukan hanya penghinaan yang 
dilakukan pada saat sidang dimulai, berlangsung, tetapi meliputi 
segala pelanggaran dalam proses peradilan (offence against the 
administration of justice). Dapat saja penghinaan terjadi pada 
tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang 
pengadilan, atau bahkan pada saat pelaksanaan putusan 
pengadilan (eksekusi).Dan ternyata di dalam KUHP kita sudah 
banyak diatur mengenai delik-delik yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan peradilan.” 
Pada dasarnya di Indonesia sudah diatur mengenai Contempt of 
Court baik dalam KUHP maupun KUHAP. Namun tidak ada yang 
merumuskan secara pasti tindakan-tindakan apa yang dikategorikan 
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sebagai Contempt of Court. Selain itu, dalam mengadili Contempt of 
Court yang terjadi di Indonesia sangat berbeda dengan  negara yang 
menganut Common Law System.  Apabila terjadi penghinaan terhadap 
pengadilan yang dilakukan secara langsung dimuka persidangan maka 
seorang hakim mempunyai kekuasaan untuk langsung mengadili dan 
memidana pelaku, sedangkan di Indonesia hakim hanya mempunyai 
kekuasaan untuk mengeluarkan pelaku dari ruang sidang saja tanpa 
memberikan sanksi pidana. Untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada 
pelaku maka harus dilihat sebelumnya apakah tindakan pelaku sesuai 
dengan tindakan yang diatur dalam KUHP atau  tidak, jika tindakan 
tersebut termasuk dalam tindakan yang diatur dalam KUHP maka baru 
dilakukan proses penyidikan dan penuntutan. Adapun pasal-pasal 
yang mengatur Contempt of Court yang tersebar dalam KUHP antara 
lain : Pasal 242 mengenai memberi keterangan palsu, Pasal 217 
mengenai sikap gaduh dalam ruang sidang, Pasal 224 dan 522 
mengenai ketidak-hadiran sebagai saksi, Pasal 220 dan 317 mengenai 
pengaduan palsu, Pasal 310 mengenai merusak kehormatan atau 
nama baik seseorang, Pasal 221 dan 223 mengenai  menyembunyikan 
orang melakukan kejahatan atau menolong orang melepaskan dari 
yang ditahan, Pasal 231 mengenai menarik barang dari sitaan Pasal 
232 mengenai merusak segel, Pasal 233 mengenai merusak barang 
bukti, Pasal 393 bis mengenai pengacara yang memasukkan 
keterangan tidak benar dalam surat gugatan cerai. 
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Melihat berbagai peraturan tersebut diatas, nampaknya Negara 
masih ragu-ragu untuk menindak secara tegas kepada para perusuh 
atau pelaku yang menghalang-halangi jalannya proses pemeriksaan 
persidangan di muka persidangan, Aparat Kepolisian pun hanya 
bersikap jaga-jaga dan tidak mengambil tindakan secara tegas kepada 
para perusak atau pun perusuh di ruang sidang, dalam artian tidak 
memajukannya menjadi laporan, penyelidikan, atau penyidikan. Hal-
hal tersebut dikarenakan, perangkat peraturan yang mempayungi 
gerakan kepolisian hanyalah pada batas-batas aturan yang telah 
disebutkan di atas. 
Akibat lebih jauh adalah kepolisian segan untuk bertindak lebih 
jauh, alih-alih jika bersikap penangkapan kepada pelaku perusuh di 
ruang sidang malah akan menjadi malapetaka bagi pihak kepolisian. 
Sudah seharusnya, pemerintah dan DPR membuat peraturan perihal 
contempt of court untuk membuktikan bahwa negara kita benar-benar 
sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Seharusnya pula bagi hakim diberikan kewenangan hukum untuk 
langsung dapat memberikan sanksi/hukuman kepada pelaku perusuh 
di ruang sidang, sehingga tidak diperlukan lagi suatu penyelidikan, 
penyidikan oleh polisi, atau pun penuntutan oleh penuntut umum. Dan 
sudah semestinya pula bagi Komisi Yudisial, yang katanya berwenang 
dan bertugas untuk meningkatkan martabat hakim, untuk memikirkan 
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dan setidaknya mengajukan usulan kepada pemerintah eksekutif atau 
pun legislatif untuk melahirkan produk hukum peraturan tentang 
contempt of court. 
Jika pemerintah eksekutif dan legislatif tidak ada kemauan politik 
hukum untuk mengeluarkan peraturan demikian, maka kepada hakim 
di seluruh Indonesia hanyalah dapat menggunakan kebijaksanaannya 
untuk melihat situasi dan kondisi di persidangan, yang akhir kata 
kemartabatan persidangan/pengadilan hanyalah terletak di pundak 
para hakim dan pegawai Mahkamah Agung RI. 
Berbicara mengenai tindakan-tindakan yang dapat digolongkan 
sebagai tindakan contempt of court, maka harus dipahami terlebih 
dahulu bahwa tindakan contempt of court adalah tindakan yang dapat 
merendahkan wibawa lembaga peradilan dan yang dilindungi dalam 
hal ini adalah lembaga peradilan dan bukan hakimnya walaupun 
hakim bertugas menjalankan fungsi peradilan tetapi tidak menutup 
kemungkinan tindakan contempt of court dapat juga dilakukan oleh 
hakim. 
Sebelum penulis melakukan pembahasan terkait dengan upaya-
upaya apa saja yang dilakukan aparat dalam mencegah terjadinya 
tindakan contempt of court, penulis terlebih dahulu memaparkan 
mengenai faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi 
terjadinya contempt of court. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh penulis dalam bentuk wawancara langsung dengan 
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Bapak H. Makmur, S.H.,M.H. selaku hakim pada Pengadilan Negeri 
Makassar, Pada tanggal 10 September 2014 bertempat di Pengadilan 
Negeri Makassar, beliau menyatakan bahwa jenis-jenis perbuatan 
atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan contempt of 
court adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para 
pihak yang ada di dalam suatu proses persidangan pengadilan yang 
tidak saja melanggar tata tertib persidangan akan tetapi juga 
mengarah kepada pencemaran nama baik (cacian, makian) terhadap 
majelis hakim. 
Tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai contempt of 
court yang sering terjadi dalam lingkup Pengadilan Negeri Makassar, 
menurut Bapak H. Makmur, S.H., M.H. adalah sebagai berikut : 
1) Menimbulkan kegaduhan khususnya pada saat sidang sedang 
berlangsung, baik dalam ruang sidang maupun di luar 
persidangan (KUHP Pasal 217) . 
2) Menghina Hakim yang sedang bersidang dengan kata-kata 
tidak etis bahkan terkadang tindakan ini dilakukan oleh aparat 
penegak hukum itu sendiri seperti Jaksa Penuntut Umum 
(KUHP Pasal 310). 
3) Merokok di dalam ruang persidangan dan sidang sementara 
berlangsung (KUHAP Pasal 218 ayat 2 dan 3). 
4) Berkelahi dalam ruang sidang pengadilan dan juga di luar 
ruangan persidangan (KUHAP Pasal 218 ayat 2 dan 3). 
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Kejadian ini hampir terjadi setiap hari sehingga hal ini tidak dapat 
dibiarkan terus terjadi karena akan berakibat pada hilangnya martabat 
dan wibawa lembaga peradilan yang seyogyanya harus dijaga dan 
bahkan menjadi suatu keharusan bagi seluruh pihak untuk 
menjaganya dan menaati peraturan dalam pengadilan karena tanpa 
dukungan dan kesadaran dari seluruh pihak tindakan contempt of 
court akan terus terjadi. 
Selanjutnya dalam kesempatan yang sama Lebih lanjut 
dikatakan oleh Bapak H. Makmur, S.H., M.H. Bahwa untuk menjerat 
pelaku yang melakukan delik contempt of court, perbuatannya harus 
dilihat terlebih dahulu sebab delik contempt of court sendiri tersebar  
baik dalam KUHP maupun KUHAP, namun tindakan atau perbuatan 
dari para pihak yang hadir di persidangan masih dalam batas-batas 
toleransi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan 
tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan 
terhadap lembaga peradilan itu sendiri. 
Dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya tindakan contempt of court dalam penyelenggaraan 
peradilan, penulis melakukan wawancara dengan Bapak H. Makmur, 
S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, beliau 
menyatakan bahwa hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap 
terjadinya contempt of court meliputi: 
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a. Jenis Tindak Pidana 
Dalam hal ini yang dimaksud adalah contempt of court 
biasanya terjadi pada sidang tindak pidana yang kasusnya 
menarik perhatian banyak masyarakat, seperti kasus yang 
melibatkan pejabat, atau tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini 
sangat mungkin menyebabkan terjadinya contempt of court 
mengingat bahwa para pihak yang hadir dalam persidangan 
senantiasa mengkhendaki pihak yang didukungnya lepas dari 
jeratan hukum. Sehingga jika dalam proses persidangan 
terdapat hal-hal yang dianggapnya memberatkan posisi pihak 
yang didukungnya, para peserta sidang melakukan beberapa 
tindakan yang dapat dikategorikan sebagai contempt of court. 
Seperti, tidak menghormati tata tertib sidang dengan 
berteriak-teriak dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang 
tidak semestinya diucapkan dalam persidangan. 
b. Tingkat Pendidikan atau Kesadaran Masyarakat 
Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kurangnya 
pengetahuan masyarakat dan kesadaran mengenai tata tertib 
persidangan. Tentunya hal ini merupakan faktor penyebab 
utama yang menyebabkan terjadinya contempt of court. 
Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah sangat 
berpengaruh terhadap perilaku seseorang, sehingga dalam 
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bertindak di dalam persidangan biasanya mereka tidak 
mengindahkan tata tertib yang ada. 
c. Profesionalisme Hakim 
Sebagaimana yang kita ketahui, tindakan contempt of court 
tidak hanya dapat dilakukan oleh para terdakwa, ataupun 
para peserta sidang, melainkan juga dapat dilakukan oleh 
aparat penegak hukum yang bekerja dalam proses 
persidangan itu sendiri. Aparat yang sangat mungkin 
melakukan tindakan contempt of court ini adalah Hakim yang 
sementara memimpin  jalannya persidangan. Tingkat 
profesionalitas hakim ini, juga sangat berpengaruh terhadap 
tingkah laku peserta sidang.  
Lebih lanjut Bapak H. Makmur, S.H., M.H. terkait dengan 
contemp of court ini, beliau mengemukakan bahwa: 
Sebenarnya, pengaturan terkait denan contemp of court ini dapat 
dilakukan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial selaku lembaga 
yang menjaga martabat dan wibawa hakim, semestinya tidak 
hanya disibukkan dengan upaya untuk mencari kesalahan hakim 
saja, tetapi juga seharusnya memperhatikan hal-hal yang dapat 
menjatuhkan wibawa hakim. 
 
Penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak 
H. Makmur, S.H., M.H. diatas, dapat dilihat pada berbagai media, 
bahwa Komisi Yudisial cenderung hanya memperhatikan hal-hal yang 
dapat menjatuhkan wibawa hakim, yang sumbernya dari hakim itu 
sendiri. Padahal, ada banyak faktor-faktor lain yang juga dapat 
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menyebabkan terjadinya penjatuhan terhadap wibawa hakim 
termasuk tindakan contempt of court ini. 
B. Upaya dilakukan aparat dalam melakukan pencegahan terjadinya 
Tindakan Contempt of Court dalam Penyelenggaraan Peradilan di 
Pengadilan Negeri Makasar. 
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, telah diketahui 
mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan 
contempt of court dalam penyelenggaraan peradilan. Pada 
pembahasan ini, penulis akan membahas mengenai upaya yang 
dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan contempt of 
court dalam penyelenggaraan peradilan. Dalam kaitannya dengan hal 
tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mahyuti, S.H., 
M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, beliau 
menyatakan bahwa: 
Dalam upaya mencegah terjadinya tindakan contempt of court 
dalam penyelenggaraan peradilan, kami melakukan beberapa 
tindakan seperti menghimbau para peserta sidang sesaat 
setelah membuka sidang untuk bersifat tenang dan menjaga 
kelancaraan jalannya persidangan, namun jika ditemukan 
terdapat peserta yang tidak mengindahkan teguran tersebut, 
kami akan melakukan teguran kepada peserta sidang, yang tidak 
mematuhi tata tertib persidangan dan tidak menjaga tertibnya 
persidangan tersebut. 
Penulis beranggapan bahwa pada dasarnya  pencegahan 
terhadap bentuk tindakan  contempt of court ini kenyataannya dalam 
persidangan hakim hanya dapat melakukan himbauan saja, akan 
tetapi untuk menjerat pelaku delik contempt of court perbuatannya 
harus dilihat terlebih dahulu, sebab contempt of court tersebar dalam 
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KUHP maupun dalam KUHAP. Namun penulis berpendapat lagi 
bahwa, untuk sebaiknya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan 
yang mengatur khusus terkait dengan contempt of court ini, selain 
demi mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung Juga berwenang 
untuk mengatur prosedur beracara pada pengadilan, termasuk 
mengenai keharusan peserta sidang menjaga tertibnya jalannya 
persidangan. 
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pada hasil uraian pembahasan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Bentuk kejahatan contempt of court yang sering terjadi di lingkup 
Pengadilan Negeri Makassar, hanya berupa tindakan – tindakan 
yang dapat menimbulkan kegaduhan, melontarkan cacian terhadap 
Hakim, merokok di dalam ruang persidangan, serta berkelahi baik 
saat persidangan berlangsung maupun saat berada di luar ruangan 
persidangan.  
2. Upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana 
contempt of court di Pengadilan Negeri Makassar, pada 
kenyataannya masih terbatas pada tindakan-tindakan yang sifatnya 
prefentif saja, yakni berupa himbauan dan teguran. Tindakan-
tindakan yang sifatnya represif, dapat dilakukan sepanjang 
perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal-
pasal yang tertuang dalam KUHP dan KUHAP. 
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B. Saran 
Berdasar pada uraian pembahasan di atas, penulis 
menyarankan agar: 
1. Untuk menjaga tegaknya wibawa dalam pelaksanaan sidang di 
Indonesia, Pemerintah bersama dengan DPR diharapkan segera 
membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur 
secara khusus dan tegas terkait dengan contempt of court . 
2. Untuk menghindari terjadinya berbagai tindakan contempt of court  
yang dilakukan khusus oleh peserta sidang, hakim diharapkan 
mampu bertindak secara professional, dengan memberikan contoh 
perilaku yang menjaga wibawa persidangan, selain itu dalam 
memutuskan suatu perkara, diharapkan hakim mampu bersifat adil, 
agar setiap putusan dapat dirasakan adil oleh masing-masing 
pihak, sehingga tidak berujung pada rasa ketidak puasan terhadap 
putusan hakim yang mampu menimbulkan tindakan yang sifatnya 
menjatuhkan wibawa pengadilan. 
3. Dalam hal menindaki adanya dugaan akan terjadinya tindak pidana 
contempt of court dalam sebuah persidangan, pihak kepolisian 
diharapkan melakukan tindakan-tindakan represif demi 
terselenggaranya persidangan yang bersih, tanpa adanya tekanan 
terhadap aparat penegak hukum. 
 
48 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Abu Ayyub Saleh, 2003, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pokok 
Bahasan Contempt of Court, Program Pascasarjana Ilmu 
Hukum UKI Paulus Makassar, Makassar. 
 
Andi Hamzah & Bambang Waluyo, Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan 
Peradilan (Contempt of Court), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 
1988. 
 
Andi Hamzah. 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta. 
 
Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, 
Akademika Pressindo, Jakarta. 
 
A. Sabuan, 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung. 
 
Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukun dan Kebijakan 
Penegakan Penanggulangan kejahatan. Jakarta : Kencana 
 
H.M. Kuffal, 2004, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM 
Press, Malang. 
 
M.P.L Pangaribuan, 1996, Advokat dan Contempt of Court, Djambatan, 
Jakarta.    
 
Muhammad Kamal Darmawan, 1984, Strategi Pencegahan Kejahatan, 
Citra Aditya Bakti, Bandung. 
 
M.Resksodiputro, 1997, Pembaruan Hukum Pidana, Lembaga 
Kriminologi Universitas Indonesia Jakarta, Jakarta. 
 
Rusli Effendy. 1978. Asas-asas Hukum Pidana. LEPPEN – UMI. Ujung 
Pandang. 
 
R.Soesilo. 1977. Pokok-pokok hukum Pidana dan Peraturan Umum. 
 
Soerjono Soekanto. 1985, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam 
Masyarakat.  CV. Rajawali Jakarta. 
 
Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 
 
Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, 
Yogyakarta. 
Sunarjo, 2010,  Pengadilan di Indonesia. Yogyakarta. 
49 
 
 
 
Soedjono Dirdjosisworo. 1976. Penanggulangan Kejahatan. Alumni. 
Bandung. 
 
Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa. 2003. Kriminologi. Cetakan Ketiga. 
PT.Grafindo Persada. Jakarta. 
 
W.A.Bonger. 1981. Pengantar Tentang Kriminologi. Ghalia Indonesia,    
Jakarta. 
 
Yahya Harahap. 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 
KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta. 
 
...................., . 1984, Sistem Peradilan Pidana, Rajawali, Jakarta. 
 
...................., 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 
KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta. 
 
--------------- 1985. “Kriminologi” (Pengantar tentang Sebab-sebab 
Kejahatan). Politea. Bandung. 
 
--------------- 1985. “Kriminologi” (Pengantar tentang Sebab-sebab 
Kejahatan). Politea. Bandung.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
